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BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat

1.

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif dan efisien serta berlangsungnya tata Kkelola
pemerintahan yang baik (good governance) di daerah,
diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas
peraturan-peraturan di daerah;

. bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyidikan
terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah
dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan/atau Penyidik Pegawali
Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Buton tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaiamana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan
Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawali
Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta
Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawali
Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999
tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003
tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Buton;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Buton;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

Menetapkan

dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

. Daerah adalah Kabupaten Buton.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Bupati adalah Bupati Buton.
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. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah

Peraturan Daerah Kabupaten Buton.

. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya

disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda.

. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi
Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing,
membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan
mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Negara Republik
Indonesia tertentu yang diberi wewenang Kkhusus oleh
Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

. Atasan PPNS Daerah adalah PPNS Daerah yang ditunjuk

oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi
PPNS Daerah yang ditugaskan menangani perkara tindak
pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.

Tindak Pidana adalah tindak pidana dan/atau pelanggaran
atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang
mengandung sanksi hukum.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara tertentu untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangka.

Pembina teknis adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi
pembinaan kepada PPNS Daerah secara berjenjang, yang
terdiri dari Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa
Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pembina Operasional adalah pejabat yang diangkat Bupati
yang tugas dan wewenangnya melakukan pembinaan
operasional PPNS Daerah.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut
diduga sebagai pelaku tindak pidana.
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Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau
dialami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu
peristiva pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu.

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh
seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana
guna kepentingan pemeriksaan.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang
lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan
siapa pelakunya.

Bukti Surat adalah berita acara dan surat lain dalam
bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang
berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai
dengan alasan yang jelas dan tegas tentang
keterangannya itu.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh
seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-
undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau
sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh
petugas tentang adanya suatu  peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun
melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang
karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.

Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada
waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan
segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu
dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak
ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat
kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras
telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau
yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan
bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau
membantu melakukan tindak pidana itu.



